KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR GENERAL LEDGER PELAPORAN (GLP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 dan demi
tertibnya administrasi pelaporan dan rekonsiliasi
penggunaan keuangan dan aset lembaga pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran
2026, maka dipandang perlu menetapkan Operator
General Ledger Pelaporan (GLP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng Tahun 2026 tentang Penetapan
Operator General Ledger Pelaporan (GLP) Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun
Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelola Keuangan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 /PMK.06/2021
Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1212);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 2023 Nomor 402);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 /PMK.05/2022
Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1452);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62

Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
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Menetapkan

13.

14.

15.

16.

Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1082);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025
tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 442);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
347);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.659250/2026, Tertanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN
OPERATOR GENERAL LEDGER PELAPORAN (GLP)
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PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator General Ledger Pelaporan (GLP)
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

Tahun Anggaran 2026 kepada saudara/i:

1. Nama : Andi Muh.Ilkram
NIP : 198206012007011001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
2. Nama : Andi Nirviani
NIP : 199607082025062012
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
KEDUA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA
Anggaran Pendapatan Belanja Negara 076 Tahun 2026.
KETIGA : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, dalam melaksanakan

kewenangannya harus memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
—SeKretariat KPU Kabupaten Soppeng
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